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Pendahuluan Bl L=

= Sesuai dengan Perpres 26/2010, Tim Transparansi
bertugas melaksanakan transparansi pendapatan
negara dan pendapatan daerah yang diperoleh dari
Industri Ekstraktif

= Dalam perkembangannya, Standard EITI 2016
mewajibkan negara pelaksana EITI untuk juga
membuka tata kelola industri ekstraktif, sehingga
kegiatan EITI menjadi lebih menyeluruh dengan
mengikuti rantai nilai (value chain) industri

= Mengingat akan hal tersebut, maka masing-masing
negara pelaksana EITI perlu merumuskan kembali
tujuan dari pelaksanaan EITI di negaranya




Langkah-Langkah dalam Penyusunan Workplan

(Standard EITI 2013)

1. Identifikasi Prioritas Nasional untuk industri ekstraktif
2. Mendefinisikan tujuan pelaksanaan EITI

3. Mengidentifikasi kegiatan-kegiatan untuk mencapai
tujuan

4. Menyepakati dan mempublikasikan workplan
5. Monitoring dan evaluasi
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Perkembangan EITI Indonesia ~ "™P°N='A
Indonesia Indonesia Indonesia
Presiden SBY Indonesia mendapat menerbitkan menerbitkan
menandatangani menerbitkan laporan TS Laporan EITI Laporan EITI
Perpres 26/2010 EITI pertama, compliance ketiga, keempat thn
mencakup EITI country mencakup thn 2014
penerimaan thn 2009 2032-2013
1
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Menkeu Sri Mulyani Indonesia Indonesia menerbitkan Status compliance Indonesia

menyatakan mendapat Laporan EITI kedua, Indonesia mendapatkan

dukungannya kpd status kandidat yg mencakup data ditangguhkan, kembeali status

EITI EITI tahun 2010-2011 menunggu laporan compliance
EITI thn 2012
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Agenda Pembangunan Nasional terkait
Industri Ekstraktif (RPJMN 2015-2019)

= Membangun Transparansi dan
Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan

= Mendukung kedaulatan energi

= Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi
Nasional

= Memperkuat tata kelola pemerintahan
dan pencegahan korupsi




Tujuan Kegiatan EITI @ EETIE-

Secara umum tujuan kegiatan EITI dapat dirumuskan

menjadi :

* Mempromosikan transparansi tata kelola industri
ekstraktif untuk seluruh kegiatan dalam rantai nilai
(value chain) industri, antara lain meliputi proses
pemberian izin, kerangka hukum dan kontrak,
Informasi produksi dan penjualan (ekspor),
pembayaran kepada negara, bagi hasil antara
pemerintah pusat dengan daerah, partisipasi
perusahaan negara, dampak lokal maupun nasional,
kewajiban pembayaran CSR, dll

= Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam
mengawasi, memberikan saran masukan dan
mengoreksi pengelolaan industri ekstraktif baik terkait
kebijakan maupun pelaksanaan di lapangan



Tujuan Kegiatan EITI @ N e

= Mendorong upaya reformasi secara berkelanjutan terhadap
kebijakan, regulasi, dan praktek-praktek pengelolaan industri
ekstraktif, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun
perusahaan

* Membantu upaya pemerintah dalam meningkatkan jumlah
penerimaan negara dari industri ekstraktif dengan mendorong
efisiensi dan efektifitas pengelolaan industri ekstraktif sehingga
EITI bisa menjadi salah satu instrumen pencegahan korupsi di
sektor industri ekstraktif

* Membantu pencegahan korupsi dengan meningkatkan
transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas pengelolaan
industri ekstraktif




dentifikasi Permasalahan @ Sl l==

Untuk mencapai tujuan pelaksanaan EITI seperti tersebut diatas,
beberapa permasalahan yang selama ini dihadapi antara lain adalah:

* Permasalahan terkait isu kesadaran dan kepedulian (awareness)
parapihak, khususnya kalangan pemerintah dan perusahaan,
akan pentingnya transparansi tata kelola industri ekstraktif,
sehingga berpengaruh kepada tingkat partisipasi dalam
pelaksanaan EITI.

= Masih adanya pandangan bahwa tata kelola pemerintahan
(governance) di beberapa sektor SDA seharusnya bersifat
tertutup karena terkait aset negara yang besar dan menyangkut
kerahasiaan (confidentiality) dan ketahanan ekonomi (economic
resilience). Hal ini juga berlaku pada sektor industri ekstraktif
yang mengelola kekayaan alam sebagai aset negara dalam
jumlah yang sangat besar, yang selama ini tata kelolanya belum
sepenuhnya transparan.




dentifikasi Permasalahan® b lE=-
= Budaya masyarakat Indonesia secara umum yang
cenderung pasif menerima apa yang dilakukan oleh
pemerintah dan enggan untuk berpartisipasi menuntut
perbaikan tata kelola karena takut menghadapi
konsekuensi dan tekanan balik.

= Masih adanya regulasi dan tata kelola eksisting yang
belum mendukung transparansi, sehingga keterbukaan
Informasi-informasi tertentu masih belum dapat
dilakukan

= Tidak adanya sanksi bagi pihak-pihak yang tidak mau
membuka informasi publik yang dimilikinya sehingga
beberapa pihak cenderung menolak membuka
Informasi publik tersebut.




Program Kerja EIT! N e

= Pengembangan database EITI
= Analisis Data dan Informasi
* Penyusunan Laporan EITI

= Melaksanakan Sosialisasi, Komunikasi dan
Diskusi Publik

» Mengembangkan Mekanisme Revisi Tata
Kelola

= Peningkatan kapasitas SDM




WORKPLAN EITI 2018

PIC 2017 2018
Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
1 EITI Report 2016-2017
a Scoping Study AT
b Procurement AP
¢ Report development AT
d Launching DE -| Report 2015
2 Outreach/communication
a EITI Report 2015 AT, RT [ [
b Development of EITI Province AT, RT
¢ Revenue Sharing/DBH AT, RT
d National Workshop of Dev EITI Prov AT, RT
f Meet the press DE
g Newsletter, medsos, i DE I I I I
3 FGD:
a MSG Meeting DE I I I
b Comodity Trading AT, RT
¢ Validation Preparation DE
d Revenue Sharing/DBH AT, RT -
4 Regulation:
a - Revision of Perpres RT
b - Revision of MSG SOP RT
5 BO Development
a - Review System of Registry RT, VA
b - Coord. Institution Development I I I I
6 EITI Award
a - Regulation Development RT
b - Technical preparation VA _
¢ - Award DE, VA [
7 Database Development
a - Review current system VA _
b - System Development VA |
¢ - Strengthening Data collection VA
8 Data Analysis/Studies:
a - Impact Assesment AT [
b - Strengthening Mining Management
9 Training DE
10 Infografis VA -
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